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GUBI..::RNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 299 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUS,Il,T PELATIHAN PROFESI KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR I"ROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOT,l\ JAKARTA,

bahwa bel'dasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 60 ayat (2)
Peraturan 8ubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tala
Kerja DinclS Pariwisata dan Kebudayaan, perlll menetapkan Peraturan
Guberm:, t""tang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihar.
Profesi Kep,,:riwisataan;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Administr,1si
Pem:-.lrintahan;

2. Undailg··Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar<l;

4. Und£lI1g-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
PengelOi21an dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undall£I-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daer;,h Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatu;::n
Republik Indonesia;

6. Undall£:·-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

7. Undan£[-·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

8_ Und"ng-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentc:ng Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturc,n Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

10. Undang-dndang Nomor 30 Tahun 20H tentang Administrasi
Pemerin~<Jhan;
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan
Kerja Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

16. PeratL:ran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Bara.ng Milik NegaralDaerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Ped,)man Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa
ka,i diubah terakhir dengan Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 21
Tahl.ltl 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

19. Pc11'aturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

20, Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN T.A.TA KERJA PUSAT PELATIHAN PROFESI KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pel'3turan Gubernur inl yang dimaksud dengan :

1. Daerah 3dalah Provinsi Daerah Khusus Ibukot.? Jakarta.

2, Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyel'3nggara Pemerintahan Daerah,

3. Gub(mlUr adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekmt~riat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Sekretal'is Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibuk,~'ta Jakarta.
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6, Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

7, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daer8h yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Daerah I<husus Ibukota Jakarta,

8, Badan i<epegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan :<epegawaian Daerah Provinsi Daerah IChusus Ibukota Jakarta,

9, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

10, Din?s Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan
Keblld"yaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

11, Kepalc' Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

12, Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan adalah Pusat Pelatihan Profesi
Kepari lJisataan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

13, Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan,

14, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

15, Unit K:!rja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit
Kerja atau Subordinat SKPD,

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pelatihan Profesi
Kepariwisataan,

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan merupakan Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan pelatihan
profesi tenaga kerja kepariwisataan,

(2) Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan dipimpin oleh seorang Kepala
PUS'clt yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah
dan b''lrtanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Pasal 4

(1) Pu::;at Pelatihan Profesi Kepariwisataan mempL!nyai tugas melaksanakan
penye,lenggaraan pelatihan profesi kepariwisa\aan,
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(2) UntL'k melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Pus"t
Pelatihan Profesi Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat
Pelatihan Profesi Kepariwisataan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan;

c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan dan
j:.elatihan profesi tenaga kerja kepariwisataan;

d. pellyusunan dan penyajian data pelatihan profesi tenaga kerja
kepariwisataan;

e. penyusunan pedoman pelatihan, rekruitmen peserta, pelatih dan
instruktur;

f. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelatihan profesi dan sertifikasi
trm,iga kerja kepariwisataan;

g. pelaksanaan evaluasi pelatihan profesi tenaga kerja kepariwisataan;

h. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Pelatihan
Profesi Kepariwisataan;

i. pengelolaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat
Peletihan Profesi Kepariwisataan;

j. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Pusat Pelatihan Profesi
Kepariwisataan;

k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Pelatihan
Prof,~si Kepariwisataan;

I. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat Pelatihan Profesi
Kepariwisataan;

m. per'gelolaan prasarana dan sarana Pusat Pelatihan Prafesi
Kepariwisataan;

n. pengelolaan perawatan dan pemeliharaan gedung dan prasarana serta
sarana Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan;

o. pe aksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja
dan lembaga yang terkait dalam rangka penyelenggaraan pelatihan
~rofesi tenaga kerja kepariwisataan; dan

p. pelr..poran dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan, terdiri dari :

a. Kepala Pusat;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Sal.uan Pelaksana Standarisasi dan Sertifikasi;

d. Satuan Pelaksana Pelatihan; dan

e. SubKelompok Jabatan Fungsional.
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'(2) Ba~jan Susunan Organisasi Pusat Pelatihan Prafesi Kepariwisataan
sebag3imana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur inL

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala F'~.sat mempunyai tugas :

a. memirnpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat
Pelatihan Prafesi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan
Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melar<~,anakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau
Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pE:laksanaan tugas dan fungsi
Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan;

d. melapGI'kan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Pusat P'31atihan Profesi Kepariwisataan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata UsahH

Pasal 7

(1) Subocl;,)ian Tata Usaha merupakan Satuan KI~rja staf dalam pelaksanaan
administrasi Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan.

(2) Subbcl!=)ian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
ber!<.ed'Jdukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Subbi./(:;ian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. l1lenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan sesuai dengan lingkup
l.unasnya;

b. rneiaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Pusat Pelatihan Prafesi Kepariwisataan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan;

d. rnelaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
r"ncana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusat
I"elatihan Prafesi Kepariwisataan;

e. mE,nyusun bahan standar operasiollal dan prosedur tei<nis
pe1!iksanaan administrasi Pusat Pelatihan Prafesi Kepariwisataan;

f. melcJksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat
PelCltihan Prafesi Kepariwisataan;
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g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat
Pelatihan Profesi Kepariwisataan;

h. nel'1ksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Pusat
Pelatihan Profesi Kepariwisataan;

i. rnelaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat Pelatihan Pmfesi
Ker.iariwisataan;

j. rnemelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan
kerlyamanan kantor Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan;

k. me!c.ksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusat Pelatihan Profesi
I~epariwisataan;

I. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat
Pelatihan Profesi Kepariwisataan;

m. meligoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan
sel-l:a akuntabilitas Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan; dan

n. meiaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Sul:bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelatihan

PasalS

(1) Satual~ Pelaksana Pelatihan merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pelatihan
Profe::i Kepariwisataan dalam pelaksanaan kegiatan kepariwisataan di
Jakarta.

(2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusa!.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
jabatar, struktural yang diangkat dan diberhemikan oleh Kepala Dinas atas
usul Kepala Pusa!.

(4) Satua,l Pelaksana Pelatihan mempunyai tugas .'

a. f'lE,r.yusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat
F'elatihan Profesi Kepariwisataan sesuai d~,ngan lingkup tugasnya;

b. rnE'!'3ksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Pw;at Pelatihan Profesi Kepariwisataan sesuai dengan lingkup
'rugasnya;

c. nlEmyusun bahan standar dan prosedur teknis kegiatan pelatihan
profesi kepariwasataan;

d. nnnyusun dan menyajikan data kebutuhan standardisasi pelatihan
profesi tenaga kerja kepariwisataan;

e. rnH!akukan rekruitmen peserta pelatihan profesi dan sert;fikasi
kepariwisataan;

f. rnelakukan rekruitmen instruktur/pengajar' pelatihan profesi dan
sertifikasi kepariwisataan;

g. (I:elaksanakan pelatihan profesi kepariwisataan;
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h. mHlaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan industri
pariwisata dan lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan
pelRtihan profesi dan sertifikasi tenaga kerja kepariwisataan; dan

i. mHlaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan
Pe':,8ksana Pelatihan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal9

(1) Satuan Pelaksana Standarisasi dan Sertifikasi merupakan Satuan Kerja
lini Pusat Pelatihan Prafesi Kepariwisataan dalam pelaksanaan kegiatan
standarisasi dan sertifikasi kepariwisataan di Jakarta.

(2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang
ber~..edudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan
jabat~lil struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas
usul Kepala Pusat.

•
(4) Satuan Pelaksana Standarisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas :

a. lTI>~nyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat
Pe!atihan Prafesi Kepariwisataan sesuai dangan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
I"usat Pelatihan Profesi Kepariwisataan sesuai dengan Iingkup
tU9ilsnya;

c. rnenyusun bahan standar operasional dan prasedur teknis kegiatan
pe;atihan prafesi dan sertifikasi kepariwisataan;

d. 1l1enyusun dan menyajikan data kebutuhan standardisasi dan sertifikasi
lenaga kerja kepariwisataan;

e. mengumpulkan bahan penyusunan standardisasi dan sertifikasi tenaga
kecariwisataan;

f. mHllyusun silabus, modul dan kurikulum pelatihan standardisasi dan
se,1ifikasi tenaga kerja kepariV)/isataan;

g. me:c:kukan evaluasi terhadap silabus. modul dan kurikulum pelatihan
stcilldardisasi dan sertifikasi tenaga kerja kepariwisataan secara berkala;

h. pelaksanaan koordinasi, sinkranisasi dan kerja sama dengan unit kerja
dan lembaga yang terkait dalam rangka penyusunan standardisasi dan
5e 1ifikasi tenaga kerja kepariwisataan; dan

i. meiaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan
Pebksana Standarisasi dan Sertifikasi.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Pusat l-'elatihan Profes! Kepariwisataan da[Jat mempunyai Subkelompok
Jab()ti.: r·, Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas dalam susunan organisasi struktural Pusat Pelatihan Prafesi
Kepal·iwisataan.
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Pasal 11

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Pelatihan
Profesi Kepariwisataan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional
Dinqs.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2). diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala
Pusat cari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Pelatihan
Profesi Kepariwisataan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian
dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas ':Jariwisata dan Kebudayaan
seslJai dengan ketentuan peraturan perundanu-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal12

(1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan
Strllkt..Jral Eselon III A.

(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
merJpakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal13

(1) Dal8rn melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Pelatihan Profesi
Kepariwisataan wajib taat dan berpedomar. pada ketentuan peraturan
perun:iang-undangan.

(2) Kepal3 Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPC-/UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat dalam rangka
mer,ingkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi
Pusat F'elatihan Profesi Kepariwisataan.

Pasal 14

Kepala ::>u;3at, Kepaia Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana
dan Keiu<~. Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelatihan Profesi
Kepariwisiitaan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan
ketentu",n peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip
koordin<lsi, . kerja sama, integrasi, sinkronisasi simplifikasi, akuntabilitas,
transpar;3m;i, efektivitas dan efisiensi.
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Pasal15

(1) Kepal<1 Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Pusat
Pelatihan Profesi Kepariwisataan wajib memimpin, mengoordinasikan,
melllberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,
mernt,ina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepal3 Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada
Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan wajib mengikuti dan mematuhi
perintah kedinasan atasan rnasing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana
dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelatihan Profesi
Kepariwisataan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bawahan masing-masing serta mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan
apabila l11£lnemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal17

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan
PeI8k~;ana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada
Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan wajib menyampaikan laporan dan
kendala pelaksanaan tugas kepada atasan rnasing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasal~ yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan ya'lg diterima sebagai bahan
pengarlbilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
biroi<rasi terhadap Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada
aya: (1 j, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Pegaw'-'li pada Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan merupakan
Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Karja.
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(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana c1imaksud pada ayat (1),
dilaksCll\akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Pusat Pelatihan Profesi
Keporiwisataan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD
dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal20

(1) Belanjc1 pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelatihan Profesi
Kepariwisataan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sesllai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang
keuangan negara/daerah.

Pasal21

(1) Pendopatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat
PelatilEln Profesi Kepariwisataan merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
bidan(1 keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

(1) Asel 1'3ng dipergunakan oleh Pusal Pelalihan Profesi Kepariwisataan
sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan
status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan
perc"tw'an perundang-undangan bidang pengelolaan barang rnilik
neg3r<~/daerah.

Pasal23

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Pusat Pelatihan Profesi
Kepariwisataan dalam benluk pemberian hibah atau bantuan barang dari
Pihak Keliga kepada Pusat Pelatihan Profnsi Kepariwisataan dalam
rangk" pelaksanaan tugas dan fungsi me,upakan penerimaan barang
daerah.
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(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), se(lera
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada
Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku PEjabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk
dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

(1) Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan menyusun dan menyampaikan
laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu­
waktu kepada Kepala Dinas.

(2) Lapcrall sebagaimana dimaksud pada aYe! (1), antara lain meliputi
laporan:

a. kepegawaian;

b. k'Juangan;

c. b'3rF.lng;

d. kln'?l"ja;

e. akuntabilitas; dan

f. k9giatan.

Pasal 25

Dalam rangka
mengembangkan
Kebudayaan.

akuntabilitas Pusat Pelatihan
sistem pengendalian internHI

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal26

Prafesi
Dinas

Kepariwisataan
Pariwisata dan

Pengawasan terhadap Pusat Pelatihan Prafesi Kepariwisataan dilaksanakan
oleh:

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat l:Jengawasan Intern Pemerintah.

BABXII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal27

Formas! jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Pusat Pelatihan Prafesi
Kepariwi~;cllaan diatur/ditetapkan dengan Peraturan. Gubernur/KeputLJsan
Gubernur \:ersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah
dan prioritas daerah.
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BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 94
Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Iil'!)kungan Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dicab.lt dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibllkota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desernber 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 DesembEr 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTP, JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVIN-SI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62166

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO H.UKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVIN$I !?~iiRtjo!J~~~~~JSUS IBUKOTA JAKARTA,

r;(/-r;." •.,.;:(p.,I:(~
~'Z; ~11;:q '\.~.~lll~
0... .. \ ......~ J ~~~I

'" -~:"SRI ~.I\~AYU
~.I)',,(j(j:l9.i9i7>~/'2?tM 985032003

.~"....::..::..:-.::::::,.;.~
~~.
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Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibuketa Jakarta

Nerner 299 TAHUN 2014

Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAY PELATIHAN PROFESI KEPARIWISATAAN

ELAKSANA
TIHAN

GIAN
SAHA

KEPALA PUSAT

-~

SUBBA
TJ',TA U

SUBKELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SATUAN PELAKSI'.
STANDARISASI DtI.

SERTIFIKASI

..................j=~~~

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI1. PURNAMA


